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ABSTRAKSI

Mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diperbaharui
dan diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum. Dalam ketentuan undang-undang ini, definisi
kepentingan umum yang ditafsirkan dalam bentuk kegiatan pembangunan
mengalami sejumlah perubahan yang cukup signifikan yaitu terdapat penambahan
11 bidang pembangunan yang apabila dibandingkan dengan peraturan terdahulu
yaitu Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 yang hanya mengatur 7 bidang
pembangunan. Sehingga, secara keseluruhan terdapat 18 bidang pembangunan
yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012. Hal ini mengisyaratkan
bahwa pemerintah semakin serius dan gencar untuk menggalakkan dan
memperluas pembangunan fisik (struktur). Dan tentunya ketersediaan
infrastruktur berupa tanah menjadi prasyarat utama untuk menyukseskan
pembangunan ini.

Konsinyasi tanah atau penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri
menjadi alternatif bagi pemerintah apabila proses pengadaan tanah mengalami
hambatan dengan pihak pemegang hak atas tanah. Dana pengadaan tanah berasal
dari APBN/D termasuk disini salah satunya adalah biaya uang ganti rugi
pembebasan tanah. Dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara yaitu dalam
mekanisme pengeluaran belanja negara, kejelasan status suatu objek menjadi
syarat mutlak sebelum kas negara dibelanjakan. Sedangkan apabila dibandingkan
dengan konsep konsinyasi tanah, ketidakjelasan status tanah (sengketa
kepemilikan tanah, keberadaan pemilik tanah yang tidak diketahui, tanah yang
diletakkan sita, tanah yang dijadikan jaminan di bank) justru dijadikan alasan
untuk menitipkan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Hal inilah yang menjadi
pokok permasalahan yang akan dibahas. Metode yuridis normatif digunakan
dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara penalaran deduktif dengan menelusuri
teori-teori hukum serta mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang
terkait. Pendekatan juga dilakukan dengan mengaitkan konsep konsinyasi dengan
asas-asas pengelolaan keuangan negara, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AUPB), asas Good Governance serta asas Good Financial Governance. Asas-
asas hukum tersebut berfungsi sebagai batu uji, sehingga nantinya akan terlihat
jelas perihal keberadaan lembaga konsinyasi tanah dalam pengelolaan keuangan
negara.
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